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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN LIRRLN

KABUPATEN BENGKALIS

Ji. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Bengkalis, 16 Oktober 2018

Nomor - 250/R1.01/PM.00.02/10/2018
Sifat : Sangat Segera
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Perihal : Himbauac Netralitas Pegawai

Aparatur Sipil Negara (ASN}, Kampanye
Oleh Pejabat Negara Laionya seria Larangan
- Penggunaan Fasilitas Negara
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Bengkalis

A. Dasar Hakum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 7 Tabur 2017 tentang Pemilthan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Badan Pengawas Pemiliban Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Persturan Badan Pengawss Pemilihan Unnm Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

tentang Pegawasan Netralitas Pegawal Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional

Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umwn Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Perailiian
Umum.

.

B A

==
:
= 8

[ 1

B. Sehubungan Pclaksavasn Tahapan Penyelenggarazn Kampanye Pemilikae Umnm
Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Aturan Mengenai Netralitas Pegawsai ASN dalam Pemilu 2019:

i

Ketentuan Umum _

1} Pasal 1 anghka 3 Perbawasihz No. § Tahun 2018, “Pegawai Aparatur Sipil Negara
yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan perjanjian  kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian dan diserahi tngas dalam suatu jabatan pemerintahan atan diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan’;

2) Pasal 2 huruf £ UU Neo. 5 Tahun 2014 tentang Aparator Sipil Megara, “setiap
Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak

memihak kepada kepentingan siapapun;

3) Pasal 5 ayat (2) hurnf h UU Mo. § Tabun 2014 tentang Aparatar Sipil Megara,
“Pegawai ASN menjaga agar tidal terjadi konflik kepentingan dalam melaksapnakan
tugasnya’; :

4y Pasal @ ayat (3) U
ASN harus bebas d

17 No. 5 Taliun 2014 tentang Aparatur Sipil Megara, “Pegawal
a7 penearnh den intervensi semua golongan Gan partal politiic™.
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Larangan dan Sanpksi
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Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g UU Ne. 7 Tahun 2017, “pelaksana dan/atau tim
kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikuisertakan Aparatur
Sipil Negara, Anggota Tentara Nasioval Indonesia, Kepolisian MNegara Republik
Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa”. Sanksi berdasarkan Pasal 521 UU 7 Tatun
2017, “dipidana penjara paling lama 2 (dva) tahun dan denda paling banyak Rp.
24.000.0007;
Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2817, “Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara
Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang ikut serta
sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu”. Sanksi berdasarkan Pasal 494 1JU 7
Tahun 2017, “dipidana kuwrungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling :-.;‘“.-rtf.y;:t’%.{
Rp. 12.000.0007;
Pasal 4 angka 12 PP Me. 53 Tabun 2010 tentang Disiplin Pegawal Negeri Sipil,
“setiap PNS dilarang memberikan dulcungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atan Dewan Perwakilan
Rakyc..i. Dacrah dengan cara:

. Tkut serla sebagai pLiazs.bc_flEl k"impan‘yc' '
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PINS;
¢. Sebagai Peseria Ka.mpa.ny* dengan mengerahkan PNS lain.
Pasal angka 13 PP MNo. 53 Tabun 2010 tentang Disiplin Pegawai Mgeri Sipil,
“setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Weakil Presiden
dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon sclama masa kampanye; dan/atau mengadalan
kegiatan vang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjads
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atan pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.

. Aturan Mengenai Kampanyve Pemilu oleh Presiden don Walkil Presiden dan Pejabuat
Negara Lainnya.

Wetentuan Hmum

1

2)

L)
R

Yang dimaksud dengan “Pgjabat Negara” dalam penjelasan Pasat 170 dalam UU
Ne. 7 Tahun 2017, adalah :
a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
b. Ketua, Waldl Ketua, dan Ilakim pada semua Badan Peradilan kecuali Hakim ad
hoc;
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
Ketua, Walal Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
Ketna, Waki! Xetua, dan anggota Komisi Yudisial;
Ketua dan Wakil Ketua Kowmisi Pemberantasan Korupsi;
Menteri dan Jabatan Setingkat Menter;
. Kepala Perwakilan t\epui,uk Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
i. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Pasai 299 ayai (1) UU No, 7 Tabun 2017 “Presiden dan Wakil Prestden mempunyai
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hak melaksanakan Kampanyve™, ¥ 229 ayat (2) UU Mo, 7 Tahun 2017 , “Pojabat
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negara lainnya yang berstams "‘_-J' a:..-.}ggnta Partai Politik hak
melaksanakan Kampanye”, 9 ay ‘t )] “ﬁ’{, Momor 7 T;.-: n 2017,
Pejabat negara Lu;_n}&; 3 2t

meiaksanakan Kampanye ila vang bcr%anpkutan sebagai:
a. Calon Presiden ateu Calon Wakil Presiden;

Iz, ﬁnggom tim Xampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
£. Psinksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

o

Pasal 281 ayat (1) heref b UU Neo.7 2017. ©“ Kampanye Pemilu yang
menm»\utt‘r‘s'ta can Presiden, Wakil Presiden, Menterd, Gubernur, Wakil Gubernur,



Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuli Xelentuan
menjalani cuti dilnar tanggungan negara”;

4) Pasal 302 ayat (1) UU Me. 7 2017 , “Menteri sebagai anggota tim Kampanye dan/
atau pelaksana kampanye s-::bagai mana dimaksud dalam pasal 299 ayat (3) huruf b

dan huruf ¢ dapat dibertkan cuti”

Larangan dan Sanksi
1) Pasal 63 ayat (1) PKPU 23 Tahun 2018, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati -
dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dilarang menjadi Ketua Tim

Kampanye™,

2) Pasal 280 ayat (2) UU Ne. 7 Tahun 2017, “Pelaksana dan/atan tim kampanye dalam
kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:”

a. Ketua, Wakil Ketua, Ketva Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan
Hakim pada semua badan peradilan di bawabh Mahkamah Agung, dan Hakim
Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

¢. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;

d. Direksi, Komisads, Dewan Pengawas dan Karyawan Badan Usaha Mibik
Negara/Badan Usaha Milik Daerahy;

e. Pejabat Negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di
Lembaga Nonstrukiurai;

f. Aparatur Sipil Negara;

g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

h. Kepala Desa;

i. Perangkat Desa;

j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan

k. Warga Negara Indounesia yang tidak memiliki hak memilih.

3) Pasal 280 ayat \J U Ne. 77T ““ 2{}_‘; 7, “setiap orang scbagaimana dimalsud
pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilo”
Sanksi berdasarkan Fasal 423 UU m p:7 Tahum 2017, “pelaksana dan/atau Tim
‘é\cnnpan\ ¢ vang mengikuisertakian pihak-pthak yang dilarang pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun <an denda paling banyak Rp. 12.000.000.00 (dua belas
juta rupiah)”, Sanksi berdasavkan Pasal 522 UU No. 7 Tahun 2017, “Ketua/Wakil
Keta/Ketua Muda/llakim Agung/Hakim Konstitusi, Hakim pada semua Badan
Peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau Anggota Badan Pemeriksa Keuangan,
Gubernur, Deputi Gubernur Senjor, dan/atau Deputi Gubernur Bank Indonesia serta
Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, danfatau Karyawan Badan Usshae Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah vang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim
Kampanye Pemile dipidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan denda paling
banyak Rp. 24.000.000.00 (due puluh empat juta rupiah)”. Sanksi berdasarkan
Pasal 494 UU Neo. 7 Tahun 2017, “Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atan anggota
Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 280 ayat (3) dimddm dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.00 {dua belas juta rupiah)”:

. Aturan r,'n*f'pm ai L arangan Pengguncan Program dan Fosilitas Negara oleh Pejobal
_A.f{) frrr}‘(" L o

Ketentaan Umur

1)} Pasal 281 }21 . 7 Tahun 2017, “Kampanye Pemilu yang
mengikutsertakan Prc;sic;c.n,' Wakil P -S'ide_n, menteri, gubernur, wakil gubernur,
bupati, waldil bupat . walkil walikota harus memenubi ketenfuan tidak
menggunalkan 'auiitas dalam jabatanmya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat
negara sebausimana diatur dalam ketentoan peraturan perundang-undangan; dan
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6)

Pasal 306 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, “Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah  Kebupalen/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa  memberikan
kesempatan yang sama kepada Peserta Pemihu, pelaksana kampanve, dan tim
kampanye pemilu”. Berdasarkan Pasal 306 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017,
“Pemerintah, Pemerintah P ClVHlbl Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan,
Kelurahan/Desa. Tentara Masional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik
Tndonesia di larang melalmkan tindakan yang menguntungkan atau merugikan
Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.”

Pasal 305 ayat (1) UU Ne,7 Tahun 2017, “pengggunaan fasilitas negara yang
melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanai,
kesehatan, dan protokol di lakuken sesuai dengan kondisi }_;,-“_-p‘mga.z;_ secara
profesional dan propossional.”

Pasal 385 ayat (2) UU Mo. 7 Tabun 2617, “Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden
menjadi calon Presiden alau \\ Lml Plt‘.SIden fasilitas negara yang melekat
sebagaimana di maksud pada ayat (1) tetap di berikan sebagai Presiden dan Wakil
Presiden.”

Pasal 305 ayat (3) UU Ne. 7 Tahun 2017, “Calon Presiden dan calon Wakil
Presiden yang bukan ;1cs;dm dan Wakil Presiden, sclama Kampanye di berikan
fasilitas pengamanan, keschatan, dan pengawalan olch Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Pasal 305 ayat (&) UU Ne. 7 Tahun 2017, “pengamanan dan penpawalan
sebagaimana di maksud pada ayat (3) dibiayai dari APBN.”

Pasal 305 ayat (5) UU No.7 Tahun 2017.” Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan
pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Presiden

Larangan dan Saksi
1) Pasal 282 UU No. 7 Tahun, “Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pcjabat

3)

Fungsional dalam Jabatan Negeri, serta Kepala Desa dilarang membuat keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salab satu
Peserta selama masa Kampanye.” Sanksi berdasarkan Pasal 547 UU Ne. 7 Tahun

LO} 7.7 Pidana pcnﬁn;s, paling lama 3 (*‘ga) tahun denda paling banjfah Rp

.000.000.00 (tiga pul 1€_1 enam juta rupiah).”

o

Pasal 283 UU “‘%’3. 7 Tahun 2017, “Pejabat Negara dan/atau Pejabat Struktural

dan/atau Pejabat ungsional dalam Jabatan Negeri dan/atau Aparatur Sipil Negara

lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap

peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Larangan scbagaimana

di maksud meliputi pertemuan, aiskan, linglamgan kerjanya, anggota keluarga dan

mayarakat.”

Pasal 304 ayat (1) UYU Nowmer 7 Tahua 2017, "dalam melaksanakan

Kampanye,Presiden dan Wakil Presiden Presiden, Pejabat negara, Pejabat daerah

dilarang menggunakan fasilitas negara.”

Pasal 304 ayat (2) UU Me. 7 Tahun 2017, “Fasilitas negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa:

a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara
Dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

h. gedung kantor, rumah dinas, romah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah
provinsi, milik pemerintah kai ten/kota, kecuali daerah ferpencil yang
pelalcsanaannyva harus dilekuka gan memperhatikan prinsip keadilan;

c. sarana perkantoran, radio : dan - sandi/telekomunikasi milik pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan peralatan lainnya dan _

d, fasilitas iainnya yang rhma‘f’u oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja
dacral.

Pasal 384 ayat () UU ?‘I{;. 7 Tabur 2017, “Gedung atau fasilitas negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2} yang dlbb‘\«’\’ﬂ.kdﬂ kepada umum dikecuabikan

dan kefel ituan sebwmmmu vlmqnsad pada avat (1);




C. Dalam rangka mewunjodkan pemilu demokratis, bermartabat dan berlmuaiiias seria
untuk menjalankan {ugas pencegahan terhadap pelanggaran pemils yang berdasarian
asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Momor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, Bawash: menghimbau:

1. Pegawai Aparatur Sipil Megara, di Lingkungan Pemenintah Kabupaten Bengkalis agar
menjaga integeritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tnggl netralitas
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undengan selama berlangsumgnya pemilihan
Umum Tahun 2019, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan,
berafiliasi dengan partai politik, sertz membuat keputusan atau tindaken yaug
menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pewakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Dalam melaksanakan kampanye, Bupati dan Wakil Bupati agar tidak menggunakan

fm e

fasilitas negara dalam jabatannya serta menjalani cuti sebagaimana ketentuan perundang-
undangan,

3. Pihak-pihak yang telah disebutkan sebageimana huruf B, agar dapat mematuhi dan
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; dan

4, Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Bengkalis untuk bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan
penegakan aturan dimaksud di lingkungan dinas masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

i abupaten Bengkalis

Tembusan di sampaikan kepada vih:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbarn
2. Arsip
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